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MOTTO

(Bukanlah demikian). Siapa yang menepati janjinya dan takut kepada
Allah, maka sesungguhnya Allah mengasifii orang-orang yang
bertakywa.

(Q.S AL Imron ayat 76)

Wik UFT Porpustabaas |
GRS JESRE |
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RINGKASAN

Penyusunan  skripsi  yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Antara PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan Pengelola Warung Telkom Dalam
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Setelah Adanya Perubahan Wartel
Menjadi Warung Telkom Di Ares Kandatel Madiun” dilatar belakang
mengingat perkembangan tenologi telekomunikasi merupakan salah satu sektor
vang paling pesat pertumbuhannya Hal ini dapat dilihat dari perkembangan
telekomunikasi  vang  semakin menjangkau  hidang  kehidupan manusia
Telekomunikas: berkembang dari waktu kewaktu bersamaan dengan kebutuhan
manusia akan efektifitas dalam kehidupan manusia

Permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah
tentang pelaksanaan perjanjian  kerjasama pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk dengan pengelola Warung Telkom
di area kandatel Madiun dalam pemenuhan asas keseimbangan, hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk
setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, jasa pelayanan yang
diberikan serta pembagian hasil (Sharing) yang diterima oleh Warung Telkom
setelah adanya perubahan Wanel menjadi Warung Telkom dan upava
penyelesaian apabila terjadi wanprestasi

Tujuan diadakannya penvusunan skripsi ini adalah untuk mengkayn dan
menganalisis pelaksanaan perjanjian kena sama pengelolaan Warung Telkom
antara PT. (persero) Telekomunikasi Indonesia  Thk dengan pengelola Warung
Telkom di Area Kandatel Madiun. Untuk mengkaj dan menganalisis hambatan-
hambatan apa yang dihadapi oleh PT. Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk
dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi
Warung Telkom. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pelayanan
Jasa yang diberikan serta pembagian hasil (Sharing) vang diterima oleh Warung
Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya
penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

XV
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Metode pendekatan masalah menggunakan Metode pendekatan Yuridis
Normatif. Sumber bahan hukum menggunkan dua sumber bahan hukum yaitu
sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder Metode
pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan
dan penclitian lapang. Analis bahan hukum menggunakan metode diskripuf
kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif’

Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telkom tersebut
berbentuk standar kontrak (Perjanjian baku), dimana perjanjian tersebut telah
disiapkan oleh salahsatu pihak yaitu PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk,
Hambatan-hambatan dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Warung
Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom yaitu adanya
penyimpangan vang dilakukan pengelola Warung Telkom dalam menentukan
tarif’ dan perubahan setting timmer, schingga tanf yang diberlakukan pengelola
Warung Telkom tidak sesuai perjanjian  kerjasama antara PT.(Persero)
lelekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom, Jika terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung
Telkom  yang dapat menimbulkan perselisihan, maka sedapat mungkin
diselesatkan dengan jalan musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah
mufakat tdak ada penyelesaiannya maka dilakukan dengan upaya hukum dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negen setempat sesuai domisili para pihak.

Saran yang dapat diberikan dalam Perjanjian kerjasama tentang
pengelolaan Warung Telkom antara PT (Persero) Telekomuniasi Indonesia Thk
dengan pengelola Warung Telkom adalah hendaknya dalam melaksanakan
perjanjian diupayakan penguasaan terhadap syarat-syarat dan ketentuan terhadap
i1st perjanjian sehingga jelas hak-hak dan kewajiban vang melekat padanya. Perlu
diupayakan secara bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian untuk lebih
meningkatkan jasa pelayanan yang diberikan serta penetapan tarif vang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan dapat terwujud dan para pihak
hendaknya melaksanakan perjanjian secara konsekuen dan lebih berhati-hati
dalam melaksanakan prestasi, schingga timbulnya wanprestasi oleh salah satu
pthak vang dapat merugikan pihak lain dapat dihindari.
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Hadirnya masyarakal informasi yang diyakini sebagai salah satu agenda
penting masyarakat dunia ditandai dengan pemanfaatan peralatan telekomunikasi
yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia bukan saja di
negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan “telekomunikasi™ sebagai
komoditas ekonomi vang sangat penting dan menguntungkan.

Eksistensi telekomunikasi sebagai salah satu institusi dalam struktur
kebudayan modemn ini lebih ditegaskan lag dengan maraknya penjualan jasa
telekomunikasi terutama jasa telepon yang dilakukan oleh pihak PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk bekerja sama dengan pengelola Warung Telkom
yang diprediksikan sebagai bisnis masa depan (The next big think). Pembangunan
penyclenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting
dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perckonomian,
memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memperlancar kegiatan pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan memantapkan
ketahanan nasional serta untuk meningkatkan hubungan antar bangsa. (Penjelasan
Umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi)

Dalam menyikapi perubahan lingkungan globalisasi yang begitu cepat
dihaharapkan akan mendorong perubahan yang pesat dalam bidang
telekomunikasi. Dalam hal tersebut perlu diadakannya perubahan terhadap cara
pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Peran serta Pemerintah dalam
rangka pembinaan, menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan mengikut
sertakan pihak masyarakat untuk memajukan penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaran pelayanan jasa telckomunikasi pada awalnya berbentuk
Wartel dan dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Thk telah berganti menjadi Warung Telkom. Warung
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Telkom dengan Wartel sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari sem
pelayanannya, vyaitu untuk Wartel pelayanan jasa yang diberikan hanya
berorientasi pada telepon sedangkan untuk Warung Telkom selain memberikan
pelayanan berupa telepon tetapi juga pelavanan dari Telkom Group antara lain,
melavani out going call, lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), Telkom
Global 017, faximile, Colecting Agen (Pembayaran rekening telepon, lavanan
jastel) seta layanan Telkom [nternational Call (TIC) 007. (Tursilo; Senior
Supervisor Kemitraan LIPIM Madiun)

Dengan adanya kebijakan perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, PT.
(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk memberikan syarat-syarat terhadap
Wartel yang ingin berubah menjadi Warung Telkom. Syarat-syarat tersebut adalah
berupa lokasi Wartel, kondisi fisik bangunan serta frack record selama menjadi
Wartel dan harus bisa dipercaya, sebab Warung Telkom merupakan Outlet
Telkom yang menjadi wakil PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk di
Masyarakai sehingga keberadaan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia , Tbk.
semakin dekat dengan pelanggan melalui mitranya Warung Telkom.

Warung Telkom adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan suatu
teknologi, vaitu dengan menggunakan jasa telekomunikasi multimedia berupa
pelayanan jasa telekomunikasi dalam bentuk suara, teks dan gambar baik statis
maupun  bergerak melalui  jaringan vang dimiliki oleh PT (Persero)
Telekomunikasi Indonesi .Tbk, serta teknologi jasa telepon yang berbentuk suara
baik statis maupun bergerak melalui jaringan yang dimiliki oleh PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia . Tbk.

Dengan kondisi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk yang masih
belum bisa menjangkau dan melayani masyarakat di wilayah Republik Indonesia
secara menyeluruh maka kondisi inilah yang melatar belakangi PT. (Persera)
Telekomumikasi Indonesia. Thk untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta
vaitu pengelola Warung Telkom yang dimaksudkan untuk memeratakan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi schingga dapat mempermudah jangkauan

pelayanan agar dapat dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat luas.
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Perjanjian yang spesifik im1 berbentuk perjanjian kerjasama, yang f
dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Berdasarkan uraian diatas
penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan
judul “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung
Telkom Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk Dengan
Pengelola Warung Telkom Dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Di Area
Kandatel Madiun”

L2 Ruang lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk membatasi ruang
lingkup agar tidak terjadi kesimpang siuran pengertian serta memudahkan
pencapalan sasaran maka penyusunan skripsi ini hanya mengenai kajian yuridis
terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom antara PT, (persero)
Telekomunikasi Indonesia. Thk, dengan pengelola Warung Telkom dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi setelah adanya perubahan Wartel menjadi
Warung Telkom di area Kandatel Madiun.

Disamping itu pembahasan yang akan diuraikan disini adalah mengenai
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT_ (Persero) Telekomunikasi Indonesia,
Tbk dengan pengelola Warung Telkom dalam pemenuhan asas keseimbangan,
hambatan-hambatan vang dihadapi oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom, jasa pelayanan
vang diberikan serta pembagian hasil (Sharing) yang diterima oleh Warung
Telkom setelah adanya perubahan Wartel memjadi Warung ‘Telkom dan upaya
penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup, maka dirumuskan
permasalahan yang akan dibahas sebagai benkut:
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mber  #

Apakah pelaksansan perjanjian kerja sama antara PT. (persero)
Telekomunikasi Indonesia. Thk. Dengan pengelola Warung 'Telkom di
Area Kandatel Madiun telah memenuhi asas keseimbangan ?
Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PT. (persero) Telekomunikasi
Indonesia. Thk.  Dengan pengelola Warung Telkom setelah adanya
perubahan Wartel menjadi Warung Telkom ?

Bagaimana bentuk jasa pelayanan vang diberikan serta pembagian hasil
(Sharing) yang diterima oleh Warung Telkom setelah adanya perubahan
Wartel menjadi Warung Telkom dan upaya penyelesaian vang dilakukan
apabila tenadi wanprestasi ?

L4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran vang jelas dan

sesuai dengan tujuan vang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu

tujuan penulisan, Adapun tujuan penulisan disini dibag menjadi dua vaitu tujuan

umum dan tujuan khusus

1.4.1 Tujuan Umum

b

Tujuan umum penulisan skripsi ini vaitu

Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sagjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

Scbagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu
hukum vang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
dengan praktck vang terjadi dalam kehidupan masyarakat

L4.2 Tujuan Khusus

!

Twuan Khusus vang ingin dicapai adalah -
Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pelaksanaan perjanjian kerja
sama pengelolaan Warung Telkom antara PT. (Persero) Telekomunikasi
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Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom di Arca Kandatel
Madiun telah memenuhi asas keseimbangan.

Untuk mengkaji dan menganalisis Hambatan-hambatan apa yang dihadapi
oleh PT, (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbhk dengan pengelola

1

Warung Telkom seielah adanya perubahan Wartel menjadi Warung
Telkom.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pelayanan jasa yang
diberikan serta pembagian hasil (Sharing) vang diterima oleh Warung
Telkom setelah adanya perubahan Wartel menjadi Warung Telkom dan

upava penyelesaian apabila terjacdh wanprestas:.

L.5 Metode Penulisan

Setiap karya Tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan
berbobot. Penyusunan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan di lapangan
juga melakukan studi literatur vang kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk
memperoleh inti dari penyusunan skripsi ini. Untuk itulah metode yang digunakan

harus tepat.

L5.1 Pendekatan Masalah

Penvusunan skripsi ini  menggunakan metode pendekatan Yundis
Normauf, vaitu suatu cara untuk membenkan analisa atau kajian dan penjelasan
tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam
hukum positif vang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam
praktek (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

L.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan
untuk memecahkan masalah vang ada, adapun macam bahan hukum yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sekunder.
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1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan hukum asli yang
diperoleh penulis dan tangan pertama atau dari sumber asalnva vang pertama dan
belum diurnikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan oleh
penulis dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan
perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yunsprudensi.
(Ronny Hanitijo Soemitro,1990:11). Bahan hukum primer tersebut dianalisis
secara teoritis, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan
secara teoritis dan ilmiah, kesemuanva ity kemudiam dihubungkan dan digunakan
untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dan penyusunan
skripsi ini.

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum vang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro,1990:11). Bahan hukum sekunder
dapat diperoleh dani hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-
Iiteratur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi im

I.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk penulisan dan
pembahasan  skripsi ini maka penyusun melakukan serangkaian penelitian.
Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah
1. Studi Kepustakaan
Studi  kepustaksan vaitu untuk mendapatkan bahan hukum sckunder
dengan mempelajan literatur, menclusuri peraturan  perundang-undangan,
makalah, majalah, surat kabar dan karya 1lmiah dengan menitik beratkan pada
teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.
2. Studi Lapangan
Suatu Metode vang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang
konkret yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dengan
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jalan wawancara atau imferview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang
berkaitan langsung dengan masalah vang akan diteliti dan berlandaskan pada

tujuan penulisan vang dilakukan pada PT.(Persero) Telekomumkasi
Indonesia, Thk Area Kandatel Madiun.

L.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supava
dapat dipergunakan sebagai bahasan yang bersifat desknptif yaitu bahasan yang
memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa vang terjadi
permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek vang ada di
lapangan. Dalam analisis bahan hukum seperti ini maka dalam skripsi im
penyusun memakal metode desknptif kualitatif yaitu suatu cara memperoleh
gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka
bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan, penyusun menggunkan metode
penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan
dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan vang bersifat khusus
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di seluruh dunia diperkirakan ada sebanyak 200 juta orang menggunakan
jaringan telekomunikasi. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 16 juta orang
tinggal di Area Kandatel Madiun. Badan Pusat Statistik Madiun menycbutkan
sepertiga dari jumlah pengguna Telekomunikasi di Madiun Menggunakan
Warung Telkom sebagai tempat untuk berkomunikasi.

Pertumbuhan jumlah Warung Telkom di Area Kandatel (Kantor Daerah
Telekomumkasi) Madiun semakin pesat, hal imi bisa dilthat dan semakm
bertambahnya jumlah Warung Telkom dalam setiap tahunnya, dimana jumlah
Warung Telkom pertahun 2005 telah mencapai 4865 buah dengan ditambah
Warung Telkom vang baru, yang kesemuanya tersebar di Area Kandatel Madiun.
Jumlah tersebut sudah termasuk Wartel (Warung Telekomunikasi) yang sampai
tahun 2005 berjumlah 4650 buah yang migrasi (Berpindah) dan Wartel ke
Warung Telkom. (Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

Perjanjian kerjasama pengelolaan Wartel sebelum adanya perubahan
Wartel menjadi Warung Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan pengelola Wartel dalam perjanjiannya
Wartel bebas untuk menjual produk-produk selain produk dan PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Thk.

Setelah adanya kebijakan perubahan Wartel menjadi Warung Telkom
maka perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom dalam perjanjian
kerjasama antara PT.(Persero) Telckomunikasi Indonesia. Thk mengalami
perubahan, yaitu disebabkan Warung Telkom hanya diperuntukkan untuk
penjualan produk-produk dari PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk,
sendiri, dan tidak diperkenankan untuk menjual produk dari perusahaan
telekomunikasi lain. (Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

Dampak dari adanya perubahan kebijakan tersebut maka diadakannya
pembaharuan perjanjian, dimana perjanjian yang semula berbentuk perjanjian
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kerjasama (PKS) Wartel (Warung Telekomunikasi) dirubah menjadi perjanjian i
kerjasama Pengelolaan Warung Telkom dengan mengganti Perjanjian kerjasama
(PKS) lama menjadi perjanjian kerjasama yang baru yaitu perjanjian kerjasama
Pengelolaan Warung Telkom.

Adanya kesamaan kepentingan vang dituju oleh kedua belah pihak yaitu
PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk dengan pemilik atau pengelola
Warung Telkom telah membawa kedua belah pihak pelaku usaha tersebut untuk
melakukan kerjasama dalam hal penyelenggaraan jasa Telekomunikasi kepada
pelanggan melalui fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Warung Telkom
bekerjasama dengan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk. Untuk
mewujudkan perjanjian kerjasama tersebut kedua belah pihak dengan diwakili
oleh pimpinan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pemilik
Warung Telkom masing-masing melakukan perjanjian yang akan mengatur
kerjasama vang dimaksud,

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom,
kedua belah pihak tersebut harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi
segala ketentuan yang terdapat di dalam isi perjanjian kerjasama pengelolaan
Warung Telkom. Pelaksanaan perjanjian tersebut disinyalir telah banyak terjadi
permasalahan-permasalahan yaitu berupa penyimpangan terhadap isi perjanjian
kerjasama pengelolaan Warung Telkom vang telah mereka sepakati bersama.,
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut antara lain
adalah udak diberlakukannya ketentuan yang memberikan hak dan kewenangan
kepada pengelola Warung Telkom untuk menentukan tarif jasa telekomunikasi
sendin, dimana tanf jasa pelayanan telekomunikasi tersebut telah ditetapkan
secara sepihak oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk, schingga
menimbulkan inisiatip pengelola Warung Telkom untuk melakukan kecurangan
dalam menetapkan tarif yang berlaku di Warung Telkomnya dengan merubah dan
mencrapkan tarif dan seffing timmer yang tidak sesuai dengan ketentuan vang
telah ditetapkan oleh PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk, sesuai dalam
perjanjian kerjasama tersebut antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk I

dengan pengelola Warung Telkom.
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2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa

ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan ini.

Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a,

Pasal 1233 KUH Perdata
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang
Pasal 1234 KUH Perdata
Tiap-tap penkatan adalah untuk membenkan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Pasal 1243 KUH Perdata
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaitkannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atan dibuatnya, hanya
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu vyang telah
dilampaukannya.
Pasal 1313 KUH Perdata
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
Pasal 1320 KUH Perdata
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yvang mengikatkan dirinya.
Kecakapan untuk membuat suatu peganjian

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
Semua perjanjian yang dibuat sccara sah berlaku sebagai Undang-undang

I

bagi mereka yang membuatnya
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g Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang sah yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu

h. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

1. Pasal 27
Susunan farif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif
penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 28
Besarnya tarif penyelenggaran jaringan telckomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan
oleh pemerintah.

3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom No HK.SI0/RE-
D4.05.04/2004

2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagail berikut :
2.3.1 Pengertian Perjanjian Secara Umum

Perjanjian (Kontrak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat tersebul mengikat para
pihak-pihak secara hukum. Hal yang demikian dijamin oleh pasal 1338 KUH
Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu apabila
terjadi suatu sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka
pihak lainnya dapat membawa ke pengadilan dan apabila terbukti kebenarannya,
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hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian tersebut
Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih lainnya. (Seemedi Imam Soeharto; 1977:15)

Para Sarjana Hukum Perdata berpendapat bahwa definisi perjanjian vang
terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap, dan pula
terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanyalah mengenai
perjanjian sepihak saja, dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup
perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, vang merupakan
perjanjian juga, akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam

KUH Perdata buku 11T yang kntenanya dapat dinilai secara materiil, dengan kata
lain dapat dimlai dengan mata uang (Mariam Darus Badrulzaman, 1996 : 89)
Definisi perjanjian dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya :

I. Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat. (Dalam Putra Tje Aman, 1989 : 18)
Perjanpian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat
diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
vang diperkenankan oleh undang-undang.

Menurut Subekti.

2

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuaty.
(1990 : 1)

Menurut R. Setiawan.

_L-J

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih. (1999 : 49)

Perjanjian diatur dalam Buku ke-I11 KUH Perdata mengenal beberapa asas

pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, adapun asas tersebut
adalah :
1. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas I
konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti
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sepakal, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan
bahwa perjanjian (perikatan) sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat.
(Subekti. 1995 : 3)

Perjanjian sudah sah apabila sudah ada sepakat mengenai hal-hal pokok
dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang
memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas
konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata.

Penting untuk diperhatikan di dalam sebuah telekomunikasi, sepakat
adalah tergantung dan prosedur telekomunikasi yang akan dijalankan. Jika
prosedur tersebut dipenuhi dan communication system itu berjalan sebagaimana
mestinya, maka kesepakatan tersebut adalah sudah terjadi.

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas

tertentu di samping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa
setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan mengikat kepada
para pihak yang membuatnva) apabila sudah tecapai kesepakatan mengenai hal
yang pokok dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, terhadap asas konsensualisme,
tersebut terdapat pengecualiannyva. Di dalam undang-undang ditetapkan adanya
formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat
berakibat pada batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang
dimaksud. Sebagai contoh dalam perjanjian menghibahkan, jika yang dihibahkan
adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan notaris.
Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan
perjanjian formil.
2. Asas Kehebasan Berkontrak Atau Sistem Terbuka

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya
hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan
vang memaksa (dwigned recht), ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak

diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal yvang diluar undang-undang sesuai
dengan kesepakatan bersama. Hal im lebih dikenal dengan “Hukum Pelengkap™
(Optional Law Aanvallued Recht). yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh
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disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian
tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendin kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur
sendin sesuatu permasalahan maka dalam hal permasalahan tersebut mereka
wnduk pada ketentuan-ketentuan vang ada pada undang-undang (Subekh,
1985:127)

Mengenai asas “sistem terbuka” dalam perjanjian mengandung suatu
prinsip kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, dalam KUH Perdata
disebutkan dalam pasal 1338 avat (1) yang berbunnyi, semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebaga undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Perkataan dalam hal i bensikan suatu pernyataan bahwa masyarakat
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian
itu mengikat mereka yang membuatnya seperti dalam suatu undang-undang
Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan
memperjanjikan suatu bagi kita sendin yang akan berlaku bagi para pihak dan
mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah undang-undang, asalkan ndak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu
perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana undang-
undang, hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1).

4. Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya kekuatan hukum dan mengikatnya suatu perjanjian, maka
tersiratlah asas kepastian hukum dari perjanjian, yaitu sebagai undang-undang
bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak atau dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu. Artinva bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditanik kembali oleh
para pihak yang membuatnva apabila alasan-alasan dalam penarikan terhadap hal
vang sudah diperjanjikan tidak dapat discpakati oleh pihak yang lain. (pasal 1338
ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
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5. Asas Personalitas

Asas ini tercermin pada pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan din atau meminta
ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinva sendin.

6. Asas Itikad Baik

Hukum penjanjian mengenal pula asas itikat baik seperti vang terdapat
pada pasal 1338 avat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik ini menghendaki bahwa suatu
perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan.

Menurut ketentuan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah :

a. Pengertian Obyektif

Yaitu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan
norma-norma dan kesusilaan Bila tidak diindahkan, maka Hakim dapat
melakukan intervensi atau campur tangan terhadap perjanjian vang
mereka bual.

b. Pengertian Subvektif

Pengertian subyektif yaitu terletak pada sikap batin seseorang.

Suatu perjanjian vang sah artinva perjanjian yang dibuat tersebut harus
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu
perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH
Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Adanya kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian mengandung
arti bahwa para pihak vang membuat perjanjian telah scpakat atau ada
persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang
dilahirkan para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan dan penipuan, persetujuan
tersebut dapat dinyatakan secara legas maupun diam-diam.
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2. Adanya Kecakapan Pihak-pihak Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan disim artinya pihak yvang membuat kontrak haruslah orang
vang oleh hukum dinyatakan cakap sebagai subyek hukum. Dalam Pasal 1329
KUH Pedata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam
pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang-orang tidak cakap untuk
membuat perjanjian.

I. Orang-orang vang belum dewasa;

2. Mereka yang masih dalam pengampuan;

3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan fertentu.

J. Adanya Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut
haruslah jelas, jadi tidak boleh samar-samar, Hal im penting untuk memberikan
jaminan atau kepastian kepada para pihak-pthak dan mencegah timbulnya kontrak
fiktif
4. Adanya Sebab (Causa) Yang Halal

Maksud 1s1 perjapan tidak boleh bertentangan dengan Perundang-
undangan vang berlaku, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat
terscbut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat

merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek dan perjanjian.

2.3.2 Pengertian Telekomunikasi
Dalam pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut :
“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dani
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isvarat, tulisan, gambar, suara dan
bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya™
Telekomunikas: dapat diartikan bahwa telekomunikasi adalah merupakan
suatu alat yang berfungsi memberikan pemenuhan kebutuhan bertelekomunikasi
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dalam kehidupan manusia, dimana dengan telckomunikasi seseorang bisa
melakukan segala aktifitasnya dengan mudah dan dengan akibat semakin pesainya
perkembangan telekomunikasi hubungan antara sesama manusia di dunia ini tidak
ada batasnva lag.

Telekomunikasi merupakan pemenuhan kebutuhan bertelekomunikasi
dengan menggunakan jaringan telekomunikasi Dimana telekomunikasi
memberikan beberapa jasa telekomunikasi berupa jasa multimedia yaitu berupa
tulisan, gambar, suara, dan bunyi yang merupakan jasa telekomunikasi dengan

menggunakan jaringa telekomunikasi.

2.3.3 Pengertian Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut :
“Penyelenggaraan jasa teclekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya
teleckomunikasi™.

Di Indonesia penvelenggaraan jasa telekomunikas: terbesar dimnliki oleh
PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Thk, dengan saham mayoritas yang
dimiliki oleh pemerintah dengan prosentase 51%, dan merupakan Perusahaan
Milik Negara (BUMN) vang sebagian besar bertujuan untuk menyelenggarakan
jasa telekomunikasi untuk memajukan dan mempertahankan serta melayani
kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dikategonkan dalam beberapa
bentuk diantaranva adalah :

1. Jasa telekomunikasi multimedia

yaitu jasa pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan

bertelekomunikasi dalam bentuk suara, teks dan gambar baik statis

maupun bergerak dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
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2. Jasa telekomunikasi telepon
vaitu jasa pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan
bertelekomunikasi dalam bentuk suara baik statis maupun bergerak dengan

melalui jaringan telekomunikasi.

2.3.4 Pengertian PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk

Pengertian PT. (Persero) Telekomunikast Indonesia. Thbk menurut

perjanjian kerasama pengelolaan Warung Telkom No HK. 810/RE-D4.05.04/2004
adalah :
“PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk adalah perusahaan penyelenggara
jasa telekomunikasi”. Artinya bahwa PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk adalah merupakan Perusahaan Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dengan tujuan untuk melayani masyarakat umum serta mempuvai
keterbatasan kewajiban untuk tujuan komersial.

PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dibagi menjadi 12 unit
operasi regional yang dikenal dengan “/Jivre™ (Divisi Regional) di mana secara
terpusat di kontrol oleh kantor pusat PT, (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk
yang berada di Bandung, Jawa Barat Tiap-tiap Divre terbagi lagi memadi
beberapa “Kandatel” (Kantor Daerah Telekomuniasi) yang mempunyai struktur
dan manajemen tersendiri, setiap Divre dan Kandatel bertanggung jawab untuk
segala bisnis PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dalam wilayah
mercka, dari penyediaan jasa telepon hingga kegiatan manajemen pelayanan,
meskipun mercka bukan merupakan perusahaan berorientasi keuntungan terpusat.
Hal 1 sesuar dengan komitmen dan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk waitu "COMES 2 U” untuk komitmen terhadap pelayanan
pelanggan.(Tursilo; Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

2.3.5 Pengertian Warung Telkom
Pengertian Warung Telkom menurut perjanjian kerjasama pengelolaan
Warung Telkom No. HK 810/RE-D4.05.04/2004 adalah :
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“Warung Telkom adalah Outlet Telkom yang pengelolaannya diserahkan kepada
pihak lain atau kepada suatu Badan Usaha lain yang mana saluran distribusi untuk
menyalurkan produk-produk TELKOM kepada pengguna dan pelanggan berupa
tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk TELKOM
untuk umum yang ditunggu baik bersifat semeniara maupun tetap.

Warung Telkom hanya diperbolehkan untuk menjual produk-produk dari
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk sendin termasuk pelayanan dari
Telkom Group vaitu suatu kelompok usaha PT. (Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Tbk vyang menjadi penyelenggara fasilitas bagi pelayanan
telekomunikasi kepada pelanggan, dan Warung Telkom tidak diperkenankan
untuk menjual produk-produk dari perusahan Telekomunikasi lain selain dari
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Tlal im berbeda dan sebelum
adanya perubahan Wartel (Warung Telekomunikasi) menjadi Warung Telkom,
dimana Wartel bebas untuk melakukan penjualan terhadap produk-produk dan
perusahaan telekomunikasi lain, seperti penjualan jasa Sambungan Langsung
Internasional (SLI1) 001 dan 008 vang dimiliki oleh PT. Indosat.

Warung Telkom adalah merupakan kepanjangan tangan dan PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk yang bekerjasama dengan pihak lain vaitu
pengelola Warung Telkom untuk memberikan pelayanan jasa telekomunukasi
kepada masyarakat agar masvarakat dapat memkmati lasilitas telekomunikasi
yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomumnikasi Indonesia. Thk  melalui

Warung Telkom secara maksimal.

2.3.6 Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “Wanprestatie” yang
artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik
penkatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan vang timbul karena
Undang-undang.

Perjanjian dapat saja salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu dalam
hal ndak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi seperti yang telah disepakati
bersama sehingga pihak lainnya merasa dirugikan, Kesalahan vang dilakukan oleh
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salah satu pihak tersebut dinamakan dengan wanprestasi. Ada dua alasan terjadi
Wanprestasi, Yaitu |

I. Karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun karena
kelalalannva.

2. Karena keadaan memaksa (I"orce Majeur) diluar kemampuan dari debitur
dan dalam keadaan demikian maka debitur tidak dapat dipersalahkan
Debitur dapat dikatakan bersalah atau melakukan Wanprestasi, perlu

ditentukan dalam keadaan yang bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja
atau lalai dalam tidaknya memenuhi prestasi. Keadaan tersebut adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak
memenuhi kewajiban vang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu
perjanjan.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau
keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, disini debitur
melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambal waktu vang telah
ditetapkan di dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan oleh
para pthak.

Konsekuensi Yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari
pihak yang dirugikan dalam perjanjian’kontrak tersebut untuk menuntut ganti
kerugian dari pihak vang telah merugikannya, vaitu pihak-pihak vang telah
melakukan wanprestasi tersebut.

Adapun bentuk tuntutan yang dapai dilakukan terhadap pihak vang
wanprestas: adalah -

1. la dapat meminta pelaksanaan perjanjian

2. la dapat meminta penggantian saja

3. la dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian, dan dalam perjanjian timbal balik itu dapat meminta kepada
hakim agar perjanjian dibatalkan (Abdul Kadir Muhammad, 1992 : 20-24).
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. (Persero) Telekomunikasi
indonesia. Thk Dengan Pengelola Warung Telkom di Area Kandatel

Madiun Dalam Pemenuhan Asas Keseimbangan

Perjanpian dhatur dalam buku ke-111 KUJH Perdata dengan sistem terbuka
dan merupakan hukum pelengkap, maksudnya para pihak di dalam membuat
penjanjian dapal menyimpang atau mengesampingkan berlakunya Undang-undang
(Khususnya vang tercantum dalam buku 1T KUH Perdata) jika mengenal sesuatu
hal para pihak menentukan sendini pihak-pthak vang ada dalam perjanjian
diperbolehkan dan mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang
dari pasal-pasal vang ada dalam Buku III KUH Perdata. Apabila mereka tidak
mengaturnya sama sekali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka ketentuan
dalam BUKU [1I KUH Perdata secara otlomatis berlaku terhadap perjanjian itu.
Selain ketentuan-ketentuan vang terdapat dalam BUKU [11 KUTI Perdata hanvalah
bersifat pelengkap apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya
secara lengkap.(Subekti. 1985,127)

Dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak-
pihak yang akan mclakukan sesuatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dan
bentuk dar perjanjian tersebut walaupun dalam melakukan sesuatu perjanjian
mempunyai asas kebebasan berkontrak namun dalam hal ini mempunyai beberapa
syarat untuk melakukan perjanjian, Yaitu

I. Tidak dilarang oleh undang-undang

2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

3. Tidak bertentangan dengan keteruban umum
Dari syarat-syarat tersebut setiap pihak yang akan melakukan sesuatu perjanjian
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan  tersebut  agar perjanjian  dapat
dijalankan oleh para pihak yang melakukan perjanjian dengan baik.
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Isi perjanjian yang dibuat haruslah mempunyai itikad baik yakm
mengandung arti bahwa perjanjian yang akan dibuat tidak boleh bertentangan
dengan unsur kepatutan dan keadilan. Isi dan perjanjian yang dibuat haruslah
didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan
oleh para pihak-pihak yang berisi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing
pihak.

Bila dilihat dari bentuk dan isi perjanjian kerjasama tentang pengelolaan
Warung Telkom telah ditentukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk tanpa melibatkan pemilik/pengelola Warung Telkom dalam penyusunannya,
sehingga untuk peranjian kerjasama pengelolaan Warung Telkom dapat
dikatakan sebagai perjanjian Baku (Standart Contract) di mana bentuk dan 1si dari
perjanjian telah disiapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk
sendiri tanpa ada campur tangan dan pemilik/pengelola Warung Telkom.

Perjanjian Baku (standart Contract) dapat diarikan bahwa perjanjian yang
bentuk dan isinya telah disiapkan secara sepihak dan pihak yang lainnya terikat.
Stern menvebutkan bahwa perjanjian standar dapat ditenma sebagai perjanjian
berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan
kepercayaan seseorang bahwa pthak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian
tersebut, jika debitur menerima dokumen perjanjian berarti secara sukarela setuju
pada isi perjanjian tersebut. Apabila menurut pernyataan dari Stein tadi maka
perjanjian baku (Standart Contract) bisa diterima di kalangan bisnis dan secara
implisit memperbolehkan adanya perjanjian standar dengan syarat-syarat bahwa
isi dari perjanjian standar itu tidak merugikan salah satu pithak. (Manam Darus
Badrul Zaman. 1994; 49&53)

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel (Kantor Daerah
Telekomunikasi) Madiun dengan pemilik/pengelola Warung Telkom memiliki
bentuk kerjasama berupa pengelolaan Warung Telkom dan sedangkan obyek dan
perjanjian tersebut adalah terhadap pelavanan jasa telekomunikasi.

Persetujuan dan syarat-syarat tentang obyek perjanjan adalah merupakan
pemenuhan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak yang tenadi akibat
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perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar pejanjian yang akan
dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan
apa yang menjadi tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut.

Ketentuan dalam Hukum Perikatan menganut sistem perjanjian yang
bersifat terbuka (Openbare System) yang merupakan kebalikan dan sistem
tertutup yang diatur dalam Hukum Benda, sedangkan sistem terbuka yang
mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja
walaupun belum diatur dalam Undang-undang,

PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun
adalah sebuah perusahaan Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas khusus
dibidang telekomunikasi, dalam mengadakan kerjasama dengan pihak lain
khususnya dengan pengelola Warung Telkom selaku penyelenggara pelayanan
jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian baku (Standart Contract). Hal ini
mengingat jumlah Warung Telkom yang diharapkan PT.(Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun adalah sebanyak mungkin untuk
mengimbangi jumlah dan letak pelanggan telekomunikasi yang tersebar schingga
dapat memperlancar pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan.

Dapat dibayangkan apabila terhadap Warung Telkom yang jumlahnya
banyak dan harus dibuat perjanjian satu demi satu dengan isi yang berbeda-beda
tentu akan memakan waktu yang lama. tenaga yang lebih, biaya yang besar serta
sukar untuk mengelola administrasinya. maka untuk memperlancar terhadap hal
vang demikian keberadaan  perjanjian baku (Standart Contract) sanga
diperlukan.

Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah perjanjian tersebut
memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara PT.(Persero)
Telckomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom haruslah
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal
1320 KUH Perdata yaitu :
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1. Ada Persetujuan Kehendak Pihak-pihak yang Membuat Perjanjian

Perjanpan kerjasama tersebut terjadi suatu kesepakatan bersama antara
kedua belah pihak yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk dengan
Pengelola Warung Telkom untuk  membuat perjanjian  kerjasama tentang
Pengelolaan Warung Telkom. Perjanjian kerjasama telah disiapkan oleh salah satu
pihak yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk tanpa melibatkan
pemilik atau pengelola Warung Telkom, dan pengelola Warung Telkom sepakat
dan menandatangam perjanjian vang telah dibaca dan dipahaminva

Perjanjian kerjasama tersebut pihak Warung Telkom bersepakat untuk !
menjadi Outlet Telkom untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan
bentuk Warung Telkom yaitu sebagai pthak yang melakuan pelayanan jasa

telekomunikasi kepada pelanggan scbagai mitra dari PT.(Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Thk
2. Ada Kecakapan Pihak-pihak Untuk Membuat Perjanjian

Dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah
dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kecakapannya yaitu kedua belah pihak
harus memahami tentang bentuk dan isi dari perjanjian yang akan diperjanjikan
oleh kedua belah pthak, perjanjian tersebut dilakukan oleh -

. PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk sebagai Pihak | (Pertama)
2. Pengelola Warung Telkom sebagai Pihak 1T (Kedua)

Dalam hal im baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua vang diwakili oleh
Pimpinan PT.(Persero) Telckomunikasi Indonesia. Thk dan Pemilik atau
pengelola Warung Telkom sebagai wakil dari Warung Telkom untuk melakukan
perjanjian
3. Adanya Hal Tertentu

Adanya obyek atau hal yang diperjanjikan dalam penanjian kerjasama
yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk Area Kandatel
Madiun adalah berupa penyerahan pengelolaan Warung  Telkom  sebagai
kepanjangan tangan dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk scbagai
bentuk pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan.
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Pelayanan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Warung Telkom
bekerjasama dengan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebagai
penyedia layanan jasa memberikan fasilitas kepada Warung Telkom untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4, Suatu Sebab (Causa) Yang Halal

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan
pengelola Warung Telkom dilakukan dengan itikad baik, dengan tujuan yaitu
PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk Area Kandatel Madiun menyerahkan
penyelenggaraan pengelolaan Warung Telkom kepada pengelola Warung Telkom.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan pihak Warung Telkom
dapat membantu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dalam hal
penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada pelanggan sehingga dapat lebih
memeratakan pelayanan jasa telekomunikasi sampai ketingkat yang dirasakan
kurang dapat menikmati fasilitas telekomunikasi.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom
antara PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandate]l Madiun
dengan pihak kedua vakni pengelola Warung Telkom tentunya juga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tadi,
sedangkan pelaksanaan kescharian dan kerjasama tersebut dilakukan oleh
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk Area Kandatel Madiun dan
Pengelola Warung Telkom sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom dalam
pelayanan jasa telekomunikasi melalui Warung Telkom harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Thk Area Kandatel Madiun yaitu sarana yang harus tersedia, seperti
ruangan atau bangunan, ruang tunggu, kamar bicara umum (KBU), petugas untuk
pelayanan Warung Telkom, instalasi kabel rumah (IKR), perangkat
telekomunikasi serta pemanfaatan dan penggunaan efemen brand Warung Telkom
dan pemasangan atribut Warung Telkom.
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Penyelenggaraan jasa telekomumikasi oleh Warung Telkom bertujuan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping untuk memperoleh
keuntungan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh
Warung Telkom. Dan pengelola Warung Telkom wajib menyetorkan kepada
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk atas hasil yang diperolehnya setiap
bulannya berikut PPN-nva dan disetorkan secara tunai melalui Collecting Agent
vang ditunjuk oleh PT (Persero) Telekomumkasi Indonesia. Thk dan apabila
terjadi keterlambatan pembayaran maka PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk akan melakukan pengisoliran terhadap Warung Telkom yang bersangkutan,

Perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan
pengelola Warung Telkom diawali dengan suatu kepercayaan diantara kedua
belah pihak dengan adanya kepercayaan diantara masing-masing pihak. Dalam hal
ini pelaksanaan terhadap perjanjian yang kurang jelas dan detail tentang hak-hak
dan kewajiban-kewajiban para pihak akan dilandasi saling percaya dan kebiasaan
vang berlaku serta hubungan baik vang telah tepalin selama ini antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan
pengelola Warung Telkom.

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom
telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ini
berarti perjanjian kerjasama tersecbut mengikat para pihak sebagai suatu badan
hukum.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama selain didasarkan pada perjanjian vang
mengikat sebagai Undang-undang bagi PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Tbk dan Pengelola Warung Telkom vang juga didasan pada adat kebiasaan yaitu
adanya kepercayaan.

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk dengan pengelola Warung Telkom

disimt menganut asas perjanjian sebagai hukum yang mengatur, dimana dalam
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perjanjian tersebut pihak pertama yaitu PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Thk sewaktu-waktu dapat memutus perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak.

Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama apabila pihak kedua melakukan
hal-hal sebagai berikut:

|. Tidak atau belum memulai kegiatannya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) han
sejak perjanjian ditandatangam.

2. Tidak beroperasi dalam waktu 30 (Tiga Puluh) han kalender terus
menerus, bukan karena Force Majeure maupun kesalahan PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk

3. Menyerahkan Outlet Telkom melalui Warung Telkom kepada pihak lam,
tanpa persetujuan tertulis dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia
Thk

4. Terbukti memungut biaya melebihi ketentuan tarif yang berlaku.

5. Memindahkan atau mengubah fungsi fasilitas telekomunikasi maupun
perangkat lainnya dari ketentuan yang ditetapkan oleh PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk

6. Tidak mengajukan perpanjangan perjanjian.

7. Menggunakan jaringan dari operator lain di luar PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Thk dalam bentuk apapun.

8. Mempunyai tunggakan kepada PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Thbk.

9. Melakukan kerjasama dengan operator lain, termasuk menggunakan
produk dan atau jasa opecrator lain dalam bentuk apapun.

10. Memasang iklan (Logo maupun Stiker) milik operator lain.

Isi perjanjian kerjasama menggambarkan tujuan yang akan dicapai baik
oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk maupun Pengelola Warung
Telkom sesuai dengan kesepakatan. Dalam mencapai fujuan tersebut para pihak
dibatasi oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan

pelaksanaannya harus dengan itikad baik. Hak-hak dan kewajiban para pihak
tersebut diantaranya adalah :
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A Hak-Hak dan Kewajiban Pengelola Warung Telkom
1. Hak —Hak Pengelola Warung Telkom :

1,

Menentukan biaya penggunaan layanan produk TELKOM ke pengguna,
dengan ketentuan maksimun sebesar tarif yang berlaku.

Memungul dari pengguna biaya percakapan dan trafik domestik (Lokal,
SL1J) termasuk Airtime, dan penggunaan produk Telkom beserta PPN-
nya.

Memungut biaya lavanan (Surcharge) sebagar kompensasi membenkan
pelayanan vang baik kepada pengguna, yang besarnya ditentukan oleh
Pengelola Warung Telkom namun tidak melebihi dari 10% dan tanf
percakapan pelanggan biasa dan PPN serta tidak digabungkan dengan tarif
pulsa.

Mendapatkan harga khusus dari layanan produk TELKOM yang dijual
sesuai dengan ketentuan TELKOM.

Mendapatkan insentif jika produksi percakapan lokal dan SLIJ setiap
bulannya kurang darnn Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) dan bantuan
promosi sesuai dengan ketentuan TELKOM.

Mendapatkan keamanan tingkat layanan atas pengelolaan Warung
Telkom.

Mendapatkan hak penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen brand
Warung Telkom.

Mendapatkan pembinaan manejemen Warung Telkom.

2. Kewajiban-kewajiban Pengelola Warung Telkom

1.

Menyediakan :
a. Ruangan / bangunan / gedung yang memadai untuk pengelolaan
pelayanan jasa telekomunikasi
b. Ruang tunggu
¢. KBU (Kamar Bicara umum) untuk pembicaraan telepon
d Petugas untuk layanan Warung Telkom
¢. Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)
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. Perangkat telckomunikas yang diperlukan Warung Telkom sesuai
dengan spesifikasi Pl (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thbk
baik untuk PTUS maupun pesawat faksimili,

Menginformasikan secara transparan kepada pengguna tanf percakapan
dan biava lainnya (Swrcharge) dalam bentuk tabel yang dipasang di
Warung Telkom

Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikinim oleh pengguna jasa
telekomunikasi melaly Warung Telkom.

Melaporkan gangguan telekomunikasi vang ada di warung Telkom kepada
TELKOM melaluw nomor 147

Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dikelola/dioprasikan
agar sctiap saat berfungsi dengan baik. termasuk akurasi PTUS yang
menyangkul perhitungan pulsa.

Menjaga dan meningkatkan citra TELKOM

Memasang neon box dan logo TELKOM serta atribut TELKOM pada
lokasi pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom dan tidak
memasang logo maupun stiker dan operator lain dalam bentuk apapun.
Hanya memasarkan produk TELKOM,

Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan Warung Telkom.
Mengijinkan TELKOM untuk melakukan promosi produk dan layanan
TELKOM di Warung Telkom.

Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran
produk TELKOM

Menangani keluhan atau komplain pengguna jasa telekomunikasi di
Warung Telkom sepamjang hal tersebut merupakan tanggungiawab
pengelola

Menggunakan jaringan TELKOM

Mevyetorkan/membayar seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi
TELKOM sesuai tagihan benkut PPN-nya kepada TELKOM.
Menggunakan tanf jasa telekomunikasi Warung Telkom sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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16 Melunasi seluruh tunggakan yang terkait dengan Warung Telkom yang
dimuliki.

17 Membebaskan TELKOM dari tuntutan pthak ketiga manapun yang
berkaitan dengan kepemilikan lokasi tanah yang digunakan untuk Warung
Telkom, sehingga apabila ada tuntutan yang berkaitan dengan lokasi tanah
vang digunakan untuk Warung Telkom merupakan tanggungjawab
pengelola untuk menyelesaikannya.

|8 Membebaskan TELKOM dari tuntutan penguna jasa atas kesalahan yang
dilakukan oleh pengelola dalam pengelolaan Warung Telkom.

Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban PT.(Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Thk

. Hak PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk

I. Menagih seluruh pendapatan dan trafik jasa telekomunikasi produk
TELKOM vyang diperoleh dan pengelolaan Ouwlet Telkom melalui
Warung Telkom yang dikelola oleh Pengelola sesuai dengan tagihan L-11
atau bukti pemakaian lainnya.

bd

Memperoleh sepenuhya PPN jasa Telekomunikasi
Melakukan promosi produk layanan TELKOM di Warung Telkom.

e

Melakukan pengecekan operasional terhadap perangkat di Warung Telkom
pada waktu-waktu tertentu dan mengisolir apabila diketahui adanya
penyimpangan setting timmer pulsa dan penyimpangan lainnya.

5. Memberi peringatan dan rekomendasi perbaikan Warung Telkom kepada
Pengelola apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi penyimpangan.

6. Mengsolir fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan Warung Telkom
yang dikelola oleh pengelola apabila pengelola tidak menyetorkan
pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini.

7. Melakukan Bloking/menutup akses layanan milik operator lain dan
Warung Telkom.

8. Memberikan apresiasi kepada Pengelola Warung Telkom yang berprestasi.
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2. Kewajiban-Kewajiban PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk
I Menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi berupa sambungan
telepon, faksimili untuk pelayanan jasa telekomunikasi.

el

Memelihara, menjaga kehandalan perangkat dan memperbaiki perangkat
telekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan tambahan, sepanjang

Land

memungkinkan dengan status dinas berbayar

4 Memberi jaminan tingkat layanan atas pengelolaan Outlet Telkom melalui
Warung Telkom sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini

3. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia  dalam
pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom

6. Mengijinkan Penggunaan logo Telkom

3.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Perjanjian Kerja Sama
Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk Dengan Pengelola
Warung Telkom Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung
Telkom

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT (Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun dengan pengelola Warung Telkom
memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak Tujuan bagi
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk  Area Kandatel Madiun dengan
adanya perjanjian kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan perusahaan dan penggunaan
jasa di Warung Telkom.

Wartel setelah berubah menjadi Warung Telkom mempunyai beberapa
tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dimana Wartel pada
umumnya hanya berorientasi pada penjualan pelayanan Jasa telepon saja dan
penjualan terhadap produk-produk dari perusahan telekomunikasi lain, sedangkan
Warung Telkom dalam palayanan jasa hanya khusus untuk menjual produk-
produk dari PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk sendin, dan tidak
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terpaku hanya pada pelayanan penjualan jasa telepon namun juga melayani jasa
dari Telkom Group, yaitu faksimili, pembayaran rekening telepon, pemesanan
pemasangan telepon baru (PSB), penjualan sambungan Telkom Flexi, komplain
pelanggan dan sebagainya. (www.telkom.com)

Dalam pelaksanaan peranjian  kerjasama antara  PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom tentunya ada
faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pelaksanaan perjanjian
kerjasama, faktor penghambat vang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
melakukan suatu penjanjian yaitu, adanya penyimpangan yang dilakukan
pengelola Warung Telkom dalam menentukan tanf dan perubahan setting timmer,
sehingga tanf yang diberlakukan oleh pengelola Warung Telkom tidak sesuai

dengan vang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara PT (Persero)

Telekomunikasi Indonesia. Thk dengan pengelola Warung Telkom, dimana yang
berhak menentukan besarnya tarif yang diberlakukan dalam memberikan
pelayanan kepada pelanggan adalah PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

Dengan adanya hambatan tersebut akan membuat perjanjian tidak bisa
berjalan sesuai dengan harapan, Akibat dari adanya hambatan tersebut akan
berpengaruh terhadap nama baik PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk
sendiri dan pelayanan jasa telekomunikasi yang diberikan kepada mayarakat serta
pendapatan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam mencari keuntungan dari

hasil penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3.3 Bentuk-bentuk Jasa Pelavanan Yang Diberikan Serta Pembagian Hasil
(Sharing) Yang Diterima Oleh Warung Telkom Setelah Adanya
Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom Dan Upaya Penyelesaian
Apabila Terjadi Wanprestasi

3.3.1 Bentuk-Bentuk Jasa Pelayanan Yang Diberikan Oleh Warung
Telkom
Warung Telkom dengan Wartel sangat berbeda dimana pelayanan di
Wartel terbanyak adalah pada telepon sedangkan di Warung Telkom selan
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layanan lclepon juga menawarkan berbagai produk dari Telkom Group.
(www telkom.com)

Wartel pada intinya adalah bebas untuk menjual produk dari
penvelenggara jasa telekomunikasi lainnya, dimana wartel merupakan alat
telekomunikasi yang bersifat tidak terbatas hanya produk dari PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tk sendiri. Hal ini berbeda dengan Warung Telkom,
di mana Warung Telkom adalah merupakan Outlet Telkom yang hanya khusus
untuk menjual produk-produk darn P (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk
sendii dan tidak diperkenankan untuk menjual produk-produk selain dari
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Thk.

Produk jasa pelayanan yang diberikan oleh PT (Persero) Telckomunikasi
Indonesia. Tbk terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh Warung Telkom
terbagi dalam beberapa hal, vaitu
| Produk jasa teleponi dasar, adalah .

I. Lokal
Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)
Telkom Global 017
Telkom International Call (TIC) 007
Stasiun Telepon bergerak (STB)
Faksimili
2. Produk jasa lainnya, vaitu :

B R P N

I. Pembayaran Rekening Telepon

3

Layanan Jastel

Pemesanan Sambungan Baru Telepon (PSB)

Penjualan Sambungan Telkom Flexi

Komplain dan pelanggan dan sebagainya. (www.telkom com)

h A~

Dalam hal ini Warung Telkom tidak semata-mata hanya melayani jasa
panggilan telepon, akan tetapi Warung Telkom juga akan menjadi service pomt
bagi PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk untuk lebih mendekatkan diri
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serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. (Tursiho;
Senior Supervisor Kemitraan UPIM Madiun)

33.2 Pembagian Hasil (Sharing) Yang Diterima Oleh Warung Telkom
Setelah Adanya Perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom

Pembagian hasih (Sharing) yang di terima oleh Warung Telkom setelah
adanya perubahan Wartel Menjadi Warung Telkom adalah mengalarm perubahan,
dimana penetapan pemberian bagi hasil ditetapkan secara septhak oleh
PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk tanpa adanya negosiasi dengan
pengelola Warung Telkom.

PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thbk bekerjasama dengan
mitranya, vyailu pengelola Warung Telkom adalah untuk melayani
masyarakat/pelanggan dan mencari keuntungan yang secbanyak-banyaknya.
Dimana dalam pembagian hasil yang diberikan olch PT (Persero) Telekomunikasi
Indonesia. Thk kepada pengelola Warung Telkom adalah dengan sistem Flar,
70% - 30%, vaitu -

1. 70% untuk PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dan
2. 30 % untuk pengelola Warung Telkom.

Pembagian hasil tersebut berbeda dengan sebelum Wartel berubah menjadi
Warung Telkom, Wartel sebelum berubah menjadi Warung Telkom memperoleh
pembagian hasil dengan sistem progresif , yaitu:

1. Memperoleh komisi dari pendapatan jasa telekomunikasi dani PSTN ke

PSTN dalam negen yang besarmya:

a.<1 Juta Mendapatkan komisi 50%
b. =1 Juta s/d 3 Juta Mendapatkan komisi 40%
c.> 3 Juta Mendapatkan komisi 22.5%

13

Menerima pendapatan dari komisi operator lain (SLI dan STB) vyang
besarnya :
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|. Untuk SLI penyelenggara berhak mendapatkan 8% dari pendapatan
Internasional vang diperoleh penyelenggara Wartel.
2. Untuk STB berhak 22 5% dari hak TELKOM atas PSTN Ke STB
3, Pendapatan Airtime dan sebagian pendapatan pulsa SL1J yang menjadi hak
pengelola STBS tidak dibagikan.

3.3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Perjanjian kerjasama terdapat hubungan hukum yang mengatur hak dan
kewajiban bagi para pihak vang mengadakan perjanjian. Dalam hubungan ini
yang terpenting adalah bagaimana prestasi dapat dilaksanakan sehingga masing-
masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung
jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan
dan kewajiban.

Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telkom antara
PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk dengan pengelola Warung Telkom
dibuat dalam bentuk penanjian baku atau fstandart contract) oleh PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Secara tidak langsung telah berfungs: sebagai
pengatur dan pengendali dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui
pengelolaan Warung Telkom terhadap pelaksanaan perjanjian yang dilakukan
oleh masing-masing pihak.

Dalam hukum perjanjian pada pasal 1243 KUH Perdata, bagi para pihak
vang tidak melaksanakan atau memenuhi perjanjian vang dibuatnya berarti ia
telah melakukan wanprestasi.

Terjadinya penyimpangan terhadap penerapan atau penetapan tanf yang
diberlakukan oleh Warung Telkom adalah merupakan salah satu bentuk
wanprestasi yang dilakukan oleh Warung Telkom yang tidak menerapkan
kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan vang telah disepakati
dalam perjanjian kerjasama Akibat dari adanya wanprestasi fersebut dapat
mengakibatkan kerugian baik matenil maupun kerugian nama baik PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia. Tbk Area Kandatel Madiun.
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Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan
perselisthan akibat wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan
perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom mempunyai dua
pilihan yaitu ;

1. Jalan Musyawarah

Proses penyelesaian melalui jalan musyawarah dilakukan atas kesepakatan
kedua belah pihak dengan harapan fercapainya jalan keluar vang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak atau terjadinya win-win solution. Apabila
musyawarah antara kedua belah pihak sudah mencapai mufakat, maka secara
langsung hasilnya mengikat para pihak dan dianggap sebagai sebuah keputusan
yang bersifat final dan para pihak harus mentaatinya.

Pada perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk dengan pengelola Warung Telkom
penyelesaian dengan jalan musyawarah dilakukan apabila ada perselisihan
mengenai terjadinya penyimpangan terhadap penetapan tarif dan setting timmer
yang diberlakukan oleh pengelola Warung Telkom yang tidak sesuai dengan
ketetapan yang telah ditetapkan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia.
Thk

PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Tbk sepakat untuk sedapat
mungkin pertama-tama sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan oleh
kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah. Hal yang belum ada
dan belum diatur akan diselesaikan secara bersama-sama atas dasar permufakatan
dan hasil kesepakatan tersebut merupkan satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan dari perjanjian kerjasama vang telah ada.

2. Upaya Pengadilan

Upaya penyelesaian melalui jalur Pengadilan merupakan langkah terakhir
yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan apabila
Jjalan yang ditempuh pertama yaitu jalan musyawarah untuk mencapai mufakat
tidak memperoleh hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian
melalu Pengadilan terhadap terjadinya wanprestasi oleh kedua belah pihak
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diharapkan diperoleh suatu keputusan yang mengikat kedua belah pihak, yang
bersifat memberikan suatu kepastian tentang sesuatu dan memiliki kekuatan
eksekutorial \erhadap sengketa yang terjadi.

Penyelesaian melalui Pengadilan ini dalam Perjanjian Kerjasama antara
PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia. Thk dengan pengelola Warung Telkom
dalam pengelolaan Warung Telkom dipersyaratkan apabila penyelesaian dengan
cara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak telah bersepakat untuk
menyelesatkan melalw jalur hukum yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Untuk
kemungkinan itu kedua belah pihak telah sepakat untuk menvelesaikan di
Pengadilan setempat yakni berdasarkan dormsili para pihak vyaitu di kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun

Penyelesaian akibat wanpresiasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan
perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Warung Telkom melalui jalur hukum
pada tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Madiun diwakili oleh masing-masing pihak atau dapat diwakili oleh kuasa
hukumnya.
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Pasal 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1

Tentang FPelunjuk Pelaksanaan Pengelolgan Outiet TELKOM Melali Worungl ELKOM

) Lampiran-lampiran darn Perjanjian ini merupakan saiu kesatuan yang tidak dapal dipisahkan dan mempunyal kekuatan
hukum yang sama seria mengikat s ieri halnya pasal - pasal lain dalam Perjanjian ini. ———-—— -

)} Lampiran-lampiran yang dimaksud delam ayat (1) Pasal ini terdiri dan ! -

a. L.ampiran | - gural Permohonan Nomor: 110 tanggal 13 Juli 2004, <emmmsrmrer
b. Lampiran I Sural persetujuan Momor @ 110 Tanggal 13 Juli 2004 —-eremmseemm—
c. Lampiran [l . Fasilitas Layanan Warung TELKOM, -ooomeeemmmeemmmmmmmms e

| d. Lampiran IV - Daltar Jasa dan Produk TELKOM Yang Dipasarkan——-----—-——"""""
e Lampiran V - Sural Fernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di TELKOM-——-
i Lampiran VI - Akte Penditian perusahaan dan perubahannya, ———emsmmrmmr
g. Lampiran VI © Sural Fermnyataan tidak mempunyai lunggakan pembayaran kepada TELKOM -
h. Lampiran VIl - Sural lzin Usaha Perdagangan.-—-—-----—— e S e e S

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

{1} Segala ketentuan-ketentuan dan syaral-syarat dalam Penanjian Ini berlaky serla mengikal bagi kedua belah pibitk yang
menandatangani, pengganti-penggant nya dan pihak-pihak yang mendapal keuntungan darl padanya.

{?)  Hal-hal yang belum diatur dalam Per,anjian ini akan diselesaixan bersama melalui perundingan antara TELKCIM tan
PENGELOLA dan dituangkan dalam benluk Amandeman serla merupakan bagian yang lidak dapat dinisahkan dan

Parjanjian filse - e

(3 Apabila di kemudian har diterbitkan | eraluran perundang-und:angan maupun peraluran korporas! TELKOM mengenal
Warung TELKOM, TELKOM dan PENGELOLA sepakal  unluk menyesuaikan  Perjanjian it sebagaimana

ORESHMY oot s hrsresiostbaiensspmna s spmpesalliibnds

{§)  Penanjian ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) Asll yang masing masing sama bunyinya di alas kertas bermaterat cuki
serta mempunyal kekuatan hukum yar g sama setalah ditandatangani dan dibububi cap perusahaan kedua boiah piliak
Copy! salinan dar aslinya dibual rangk ap 2 (dua) alas biaya FEMGELOLA
Denvikian Perjanjian ini dibuat dengan ietikad Uik untilk dipatubit dan dilaksanakian oleh kedua belah piliak 4an mulal bedak
sejak ditandatangani oleh TELKOM dan PENGELDLA - ety ey e

PENGELOLA TELKOMW
£ ;ﬁ_‘.;"- METERA
~r‘;g}'f FEMPELZ "
"_:‘%T*ffé;i/.@/?fs/f-ﬁ%’
b GOOL "/

A i g s
( ) (NURMAWARN)

[fai. 13 dlavi 14



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



